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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu keluarga di bentuk mula-mula adanya suatu ikatan perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena menurut ajaran Islam 

perkawinan hal yang dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga 

melestarikan keturunan bagi yang melakukannya, sebagaimana yang 

disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Sa@ffa@t ayat 77: 

        .     

Artinya: ‚Dan Kami jadikan anak cucunya yang melanjutkan 

keturunan‛.1 

 

Pernikahan merupakan sunna@tullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan 

bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.2 

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-d}hamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (zawa@j) bisa diartikan dengan ‘aqdu al-tazwi@j yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat 

                                                           
1
 Departeman Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syammil Media 

Cipta, 2006), 995. 
2
 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Muna<ka<ha<t: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:PT. 

Raja Grafindo Persada,2013), 6.  
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Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab ‚nika@h}un‛ yang 

merupakan mas}dar dari kata kerja (fi’il ma@d}hi) ‚nakah}a‛, sinonimnya 

‚tazawwaja‛ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.3 

Dalam Islam juga mengenal istilah poligami. Kata poligami, secara 

etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan 

gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka 

poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. 

Jadi pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem 

perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan 

jenisnya di waktu yang bersamaan. Seorang laki-laki yang mempunyai istri 

lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, lebih tepat di sebut poligini 

bukan poligam. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang 

dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan 

lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan.4  

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai 

alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks 

laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar 

tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas 

diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar 

suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan 

mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat 

                                                           
3
 Ibid., 7. 

4
 Ibid., 351-352. 
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bisa berlaku adil.5 Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat 

tertentu yaitu:6 

1. Jumlah istri yang boleh di poligami paling banyak empat orang wanita, 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-

Nisa@’ ayat 3: 

                            

                   

Artinya: ‚Maka kawinilah wanit-wanita (lain) yang kami senangi dua, 

tiga, aatau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya‛. 

 

2. Laki-laki dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang 

menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu,  

pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. 

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan 

atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai 

ibadah. Maka, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskannya 

sebagai akad yang sangat kuat (mi@tha@qan ghali@z}an) untuk menaati perintah 

Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan 

merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera 

melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat 

                                                           
5
 Ibid., 358. 

6
 Ibid,. 
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penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.7 Sementara dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, ‚perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‛.8 Selain itu, dalam KHI pada 

Pasal 3,9 dijelaskan bahwa ‚perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang saki@nah, mawaddah, dan rah}mah‛. 

Poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan 

serta Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyatakan: 

seorang suami dapat mengajukan permohonan untuk poligami ke Pengadilan. 

Adapun alasan poligami yang dibolehkan adalah: istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. dan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya perjanjian dari istri/istri-

sitri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.10 

                                                           
7
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997)., 69.  

8
 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,1995), 43. 
9
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:CV. Nuansa Aulia,2012), hlm.2 

10
 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta:LBH-APIK Jakarta,2005), 102. 
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Perkawinan yang dilakukan menurut fiqh muna@ka@ha@t, harus 

memenuhi rukun nikah yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, 

akad nikah dan mahar.11 Selain harus memenuhi rukun nikah, dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan 

‚tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku‛.12  

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui 

jenjang perkawinan. Dengan demikian, menikah menjadi hal yang sangat 

urgen dikalangan masyarakat yang mengacu pada prosedur yang telah 

ditetapkan. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat 

maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dan kehidupan 

masyarakat moderen menginginkan akta surat sebagai bukti otentik, karena 

saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan. Dengan demikian akta adalah salah 

satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.13 

Dalam KHI Pasal 5 ayat (1) mengatakan ‚agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat‛. 

Pencatatn perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni bagi mereka yang 

                                                           
11

 Selamet Abidin, Fiqih Muna@ka@ha@t, (Jakarta:CV. Pustaka Setia,1999), 64. 
12

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam,  
13

 I’is Inayatal Afiyah, ‚Pencatatan Nikah Perspektif Mas}lah}ah (Analisis RUU Hukum Materiil 

Peradilan Agama tentang Perkawinan)‛, (Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya,2011), 48. 
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beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk di 

Kantor Urusan Agama (KUA).14 

Dari berbagai fiqh muna@ka@ha@t yang ada, dapat kita ketahui bahwa 

pengaturan pernikahan yang sesuai dengan fiqh muna@ka@ha@t dan hukum 

positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun 

istri yang terikat dalam tali perkawinan tersebut. Akan tetapi fenomena 

pernikahan yang terjadi sekarang ini sudah banyak yang menyimpang aturan 

fiqh muna@ka@ha@t maupun hukum positif, khususnya pernikahan sirri yang 

banyak terjadi di Indonesia karena berbagai alasan. Mulai dari alasan 

ekonomi, sosial, dan perbedaan pemahaman.15 

Dan dalam prakteknya di masyarakat, ketentuan pembatasan 

poligami melalui izin Pengadilan, tidak cukup efektif untuk mengurangi 

poligami yang dilakukan di luar Pengadilan. dan sekarang banyak 

perkawinan semu dimana para suami melakukan hubungan dengan 

perempuan lain, apakah melalui poligami di luar Pengadilan dengan 

melakukan nikah di bawah tangan (nikah sirri).16 Poligami tanpa izin dari 

Pengadilan dilarang oleh Pemerintah. Karena masalah ini sangat besar 

dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang 

                                                           
14

 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, 

35-36. 
15

 Khilyatus Sa’adah, ‚Analisis Mas}lah}ah Mursalah tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum 

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan‛, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2014), 4-

5. 
16

 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, 

110-111 
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menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), 

masalah harta bersama antara suami istri, hak saling mewaris antara anak 

dan orang tua, demikian juga suami istri.17 

Maka dari itu pada saat ini banyak pemberitaan tentang kriminalisasi 

poligami dalam Rancangan Undang-Undang hukum  materiil Peradilan 

Agama bidang perkawinan. Bahkan perkawinan tersebut dianggap sebuah 

tindak pidana pelanggaran. Bahkan perkawinan tersebut akan di berikan 

ancaman hukuman denda maksimal sebesar 6 juta atau kurungan 6 bulan.  

Dengan munculnya Rancangan Undang-undang hukum materiil 

Peradilan Agama bidang perkawinan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatatkan dan poligami yang dilakukan tidak ada izin dari Pengadilan di 

sebut sebuah tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran dan mendapat 

ancaman kurungan dan/atau denda, dan ini menarik untuk diteliti. Dengan 

adanya hal ini banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak,ada yang pro juga 

ada yang kontra. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sepakat dengan 

pelanggaran pernikahan sirri dalam RUU hukum materiil Peradilan Agama 

bidang perkawinan dipidanakan, karena di nilai banyak pihak-pihak yang 

dirugikan.18 Maka adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil 

Peradilan Agama bidang Perkawinan ini mereka yang mendukung 

beranggapan bahwa RUU ini bukanlah sebuah batasan atau kejahatan yang 

                                                           
17

 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan…, 71. 
18

 M. Nurul Irfan, ‚Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirrî‛, dalam 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168,. Surabaya diakses pada bulan 

Juli 2016. 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168
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menghalangi orang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi membawa 

kemaslahatan, yang mencegah adanya kerugian yang akan dialami oleh salah 

satu pihak. 

Dari latarbelakang yang diuraikan di atas peneliti akan mengkaji 

lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul ‚Analisis Mas}lah}ah 

Mursalah terhadap Kriminalisasi Poligami Sirri dalam Draft Rancangan 

Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilaksanakan di depan Pejabat 

Pencatat Nikah (PPN). 

2. Poligami yang tidak ada izin dari Pengadilan. 

3. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah. 

4. Sebab-sebab yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Undang-

Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan. 

5. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap latar belakang kriminalisasi 

poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum material 

Peradilan Agama.  
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Dari beberapa identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi 

masalah untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar 

pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

1.  Sebab-sebab yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Undang-

Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan.. 

2. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap latar belakang kriminalisasi 

poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum material 

Peradilan Agama. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang 

dijelaskan di atas, muncul beberapa masalah penelitian yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama 

mengatur tentang Kriminalisasi pelaksanaan poligami sirri? 

2. Bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah terhadap latar belakang 

kriminalisasi poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum 

material Peradilan Agama.? 

 

D. Kajian Pustaka 

  Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 
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sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah 

ada. 

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian sebelumnya 

terkait analisis hukum Islam terhadap kriminalisasi poligami sirri dalam 

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang 

perkawinan belum di bahas pada penelitian sebelumnya. Dari pencarian yang 

dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang 

kriminalisasi poligami dan nikah sirri, adalah sebagai berikut: 

1. ‚Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut 

Hukum Islam‛, oleh Achmad Munir, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah, 2011. Penelitian ini membahas tentang penjatuhan 

hukuman pidana untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan 

poligami sekalipun didalam peraturan undang-undang tersebut ada syarat 

PNS untuk berpoligami seperti yang tercantum pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 419, yang hasilnya bahwa 

pandangan hukum Islam terhadap penjatuhan hukuman atau sanksi 

terhadap Pegawai Sipil Negeri belum relevan dengan kaidah-kaidah atau 

aturan-aturan yang terdapat di dalam ajaran Islam, disebabkan karena 

hukum karena hukum Islam sama sekali tidak mencantumkan hukuman 

bagi siapa saja yang ingin berpoligami hanya saja Islam mengatur 

                                                           
19

 Achmad Munir, ‚Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Hukum 

Islam‛, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 5. 
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bilangan maksimal berpoligami dan membicarakan panjang lebar tentang 

keadilan terhadap istri-istri yang dipoligami, dan poligami di dalam 

hukum Islam bukanlah suatu tindakan kriminal akan tetapi poligami yang 

terdapat di dalam hukum Islam bertujuan membantu bagi wanita agar 

dapat menyempurnakan hidupnya dengan jalan pernikahan. Jika memang 

poligami itu menjadi tindak kejahatan dan membawa kemafsadatan 

pemerintah menciptakan peraturan-peraturan yang tidak merugikan untuk 

masyarakat khususnya untuk PNS. 20
 

2. ‚Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi 

Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia)‛, oleh 

Dinda Choerul Ummah, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah, 2014. Penelitian ini membahas tentang aturan sanksi 

hukum terhadap pelaku poligami di Indonesia yang di komparasikan 

dengan Negara Tunisia. Bahwa poligami di Indonesia dibatasi dengan 

ketat. Dan poligami harus ada izin dari Pengadilan, ketentuan sanksi 

poligami di Indonesia hanya berlaku untuk kalangan tertentu yakni PNS 

(Pegawai Negeri Sipil)/atasan dan di atur  dalam PP No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pelaku 

poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-. 

Sedangkan di Negara Tunisia poligami mutlak dilarang diatur dalam 

MajAllah SWT al Ahwal al Syahsiyyah (Code of Personal Status) 1956 . 

                                                           
20

 Ibid., 79-81. 
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Di Tunisia sanksi poligami berlaku bagi seluruh warga Tunisia, siapa saja 

yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar 

berakhir, lalu menikah akan dikenakan hukuman penjara selama satu 

tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. dan siapa 

yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 

Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak 

pernikahan kedua dan masih terikat perkawinan akan di kenakan hukuman 

yang sama.21 

3. ‚Analisis Maslahah Mursalah Tentang Pandangan Hakim Pengadilan 

Agama Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan 

Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan‛ 

oleh Khilyatus Sa’adah, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

2014. Peneliti ini membahas Draf Rancangan Undang-Undang hukum 

materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan lebih mefokuskan 

kajianya pada analisis mas{lah{ah mursalah pandangan hakim Pengadilan 

Agama Pasuruan mengenai hukuman pelaku pernikahan sirri dalam 

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang 

perkawinan. Bahwa ada dua versi pendapat hakim mengenai hukuman 

pelaku nikah sirri yang pertama menyetujui pelaku nikah sirri diberi 

hukuman untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari 

                                                           
21

 Dinda Choerul Ummah, ‚Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi 

Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia)‛, (Skripsi—UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2014), 65-67. 
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kemadaratan. Kedua tidak menyetujui karena tidak sesuai dengan syari’at 

Islam dan tidak ada dalil  atau ketentuan yang melarang pernikahan sirri 

dan dianggap melemahkan hukum Allah SWT SWT.22 

Sebelumnya sudah ada yang membahas tentang pandangan hakim 

terhadap hukuman pelaku nikah sirri dalam Draf Rancangan Undang-Undang 

hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan dan Kriminalisasi 

Poligami yang membahas aturan sanksi hukum terhadap pelaku poligami, 

tetapi perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti ini membahas 

kriminalisasi poligami sirri dalam Draf Rancangan Undang-Undang hukum 

material bidang perkawinan, bahwa pemidanaan terhadap pelaku poligami 

yang tidak ada izin dari pengadilan itu merupakan perbuatan tindak pidana 

yaitu tindak pidana pelanggaran. dan fokus kajiannya dari segi mas}lah}ah 

mursalah mengenai kriminalisasi poligami sirri dalam Rancangan Undang-

Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang tertulis diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

                                                           
22

 Khilyatus Sa’adah, ‚Analisis Mas}lah}ah Mursalah tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum 

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan‛, 72 
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1. Untuk mengetahui alasan dan gambaran terhadap kriminalisasi poligami 

sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama 

bidang Perkawinan. 

2. Untuk mengetahui analisis mas}lah}ah mursalah terhadap latar belakang 

kriminalisasi poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum 

materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian Kriminalisasi Poligami sirri dalam draft Rancangan 

Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini 

diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, antara lain: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan tentang 

adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama 

bidang perkawinan dan kriminalisasi poligami dalam rancangan undang-

undang tersebut. Khususnya dibidang keluarga Islam. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini pedoman atau rujukan dan dasar 

peneliti lain untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan lebih mendalam. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari dari terjadinya kesalahan dalam memahami 

terhadap penelitaian skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan atau 

memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang tercantum  di 

dalamnya yaitu: 

Mas}lah}ah Mursalah : sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak 

ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya 

dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang 

mendukung maupun yang menolaknya.
23

 

Kriminalisasi Poligami sirri : proses yang memperlihatkan perilaku yang 

semula tidak dianggap sebagai peristiwa 

pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai 

peristiwa pidana.
24

 poligami yang dimaksudkan 

adalah poligami tanpa izin terlebih dahulu dari 

Pengadilan yang dalam rancangan undang-

undang tersebut akan mendapat ancaman 

pidana. 

Rancangan Undang-Undang  : aturan hukum material bidang perkawinan da- 

Hukum Material Peradilan      lam Program Legislasi Nasional 2010, untuk 

Agama Bidang Perkawinan     menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 

                                                           
23

 H. Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149. 
24

 Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 600. 
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   Tahun 1991 tentang KHI menjadi undang-

undang. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dikategorikan sebagai 

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk 

penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Dalam 

skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap 

bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada 

buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun  

sekelompok orang selalu ada variasinya.
25

 Oleh karena data yang 

dikumpulkan peneliti peroleh adalah Pasal 145 dalam draf Rancangan 

Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan 

yang mengatur kriminalisasi poligami sirri. 

2. Sumber Data 

Berdasarkan dari jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan maka 

sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder: 

                                                           
25

 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
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a. Sumber data primer yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari draf Rancangan 

Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan. 

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa  buku-buku yang 

menjadi dasar acuan dan bacaan-bacaan lain yang memiliki keterkaitan 

dengan bahan skripsi, antara lain: 

1) M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Muna<ka<ha<t: Kajian Fikih 

Nikah Lengkap. 

2) Departeman Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya. 

3) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. 

4) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum 

Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. 

5) Kompilasi Hukum Islam. 

6) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam 

Hukum Islam di Indonesia. 

7) Selamet Abidin, Fiqh Muna@ka@ha@t. 

8) Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak 

Dicatat. 

9) M. Nurul Irfan, ‚Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri‛, dalam 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168. 

10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

 
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang diterapkan.26 Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, atau catatan-catatan 

yang tersimpan.27 Yaitu data-data yang penting yang berkaitan historis 

tentang kriminalisasi poligami sirri dalam rancangan undang-undang 

hukum material peradilan agama bidang perkawinan.  

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul di atas di olah dengan teknik editing 

dan pengorganisasian, sebagai berikut: 

a. Teknik Editing 

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data. Kegiatan ini menjadi penting karena 

kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum 

memenuhi harapan peneliti, untuk itu diperlukan pemeriksaan 

kembali semua data yang di peroleh, kejelasan makna, kesesuaian 

                                                           
26

 Sugiyono, Metodo Penalitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

cet.8, 2009), 224. 
27

 Margono S, Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2000), 50. 
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makna satu dengan lainnya, relevansi, kesesuaian satuan dan 

kelompok data.28 

b. Teknik Pengorganisasian 

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.29 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan Pasal 145 dari draf rancangan 

undang-undang hukum material peradilan agama bidang perkawinan 

akan di analisis secara kualitatif yakni berupa bentuk kalimat, uraian-

uraian, bahkan sapat berupa cerita pendek.30 Dengan tataran analisis 

deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang kriminalisasi 

poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil 

Peradilan Agama bidang Perkawinan.  

Selanjutnya di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif 

yaitu diawali dengan teori yang bersifat khusus yaitu tentang 

kriminalisasi poligami sirri dalam rancangan undang-undang hukum 

material Peradilan Agama kemudian di analisis dengan teori yang 

bersifat umum yaitu dengan teori mas}lah}ah mursalah.  

 

                                                           
28

 Ibid, 182. 

 
29

 Ibid., 192. 
30

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

124. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk 

memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar 

dapat di pahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka 

pembahasan ini akan di susun sebagai berikut: 

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua tentang landasan teori yang terdiri dari tiga sub bab, sub 

bab pertama ini membahas tentang teori mas}lah}ah yang menjelaskan 

pengertian, macam-macam mas}lah}ah, pengertian mas}lah}ah mursalah, syarat-

syarat mas}lah}ah mursalah, kehujjahan mas}lah}ah mursalah, dan kaidah fiqh 

mas}lah}ah mursalah. Sub bab kedua tentang poligami dalam hukum Islam dan 

hukum positif. Dan sub bab yang ketiga adalah tentang perkawinan tidak 

dicatat. 

Bab Ketiga, membahas sekilas pengertian dari kriminalisasi poligami 

dan membahas tentang latar belakang munculnya Rancangan Undang-

Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan, ketentuan-

ketentuan yang tekait dengan kriminalisasi poligami sirri dalam rancangan 

undang-undang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan. 
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Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap kriminalisasi 

poligami dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan 

Agama bidang Perkawinan yang di tinjau dari mas}lah}ah mursalah. 

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang pada bab 

pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya sebagai refleksi 

atas realitas yang ada saat ini.  

 


